
••••••• c. Pedjabat 

Keuangan. 
a. Pedjabat jang ditundjuk oleh 

M~nteri Pekerdjaan Umum dan ;'Te­ 
naga Listrik; 

bo Pedgabat jang ditundjuk oleh 
Gubernur B.N. I.; 

5o Anggota-2 

Pendidikan dan Kebudajaan. 
: Pedjabat jang di~dju.k o1eh Menteri 4o Bendahara 

oleh Menteri 

Pedjabat 

Membentuk Panitya Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur 
dengan ausunan Keanggotaan 
l. Ketua : Menteri Negara EKKUIN. 
2. Waki1 Ketua I : Menteri Luar Negeri atau 

jang ditundjuknja~ 
3. Sekretaris me- : Pedjabat jang ditundju.k 

rangka:p anggota 

1. Paa al 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 
PANITYA NASIONAL PERBAIKAN TJANDI BOROBUDUR. 

Menetapkan 

,, 
1. Pasal 4 ajat (l) Undang-2 Daaar 1945 
2. Keputusan Presiden·R.I. No.183 tahun 1968 

Mengingat 

c. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentu.k Panitya 
Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur; 

.. 
J 

ao bahwa keadaan Tjandi Borobudur pada dewaaa ini memer­ 
lukan perbaikan tehnia untuk mentjegah keruaakan jang 
lebih landjut; 

b. bahwa Tjandi Borobudur sebagai monumen kebudajaan sa­ 
ngat penting artinja baik dipandang dari seni-budaja 
maupun pariwisata; 

Menimbang 
' ! :·· 

PRES]J)EN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 217 TA.HUN 1968. 

TEN TANG 
PEMBENTUKAN PANITYA NASIONAL PERBAIKAN 

TJANDI BOROBUDUR. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 



Purbakal.a ••••••••••••• 

(l) Panitya Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur dal.am melaks~a- , 
kan tugasnja sehari-hari, dibantu oleh sebuah Panitya Ekseku- 
tif jang bersifat tehnis jang Ketua dan Wa.kil Ketuanja, masing­ 
masing adalah Gubernur/IG)H Djawa Tengah dan Kepal.a Direktorat 

Pasal 4. 

Panitya Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur mempunjai wewenang 
untuk mengadakan hubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah 
maupun Swasta, didalam maupun diluar negeri guna kelantjaran tu­ 
gas-tugasnja. 

Pasal 3. 

b. Mengadakan usaha-usaha preventif terhadap Tjandi Borobudur agar 
djangan bertambah rusak. 

c. Mengusahakan agar supaja perbaikan Tjandi Borobudur dapat me­ 
ngembangkan ke-pariwisataan di Djawa Tengah chususnja, Indone­ 
sia umumnja. 

Panitya Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur bertugas: 
a. Mengusahakan, menjalurkan dan menggunakan dana-dana ataupun 

bantuan-bantuan dari Dalam dan Luar Negeri (Badan-badan inter­ 
nasional,~emerintah maupun Swasta) untu.k perbaikan Tjandi Boro­ 
budur, sepandjang tidak bertentangan dengan kebidjaksanaan um.um 
dari Pemerintah. 

Pasal 2. 

c. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri 
Dalam Negeri; 

d. Pedjabat jang ditundjuk oleh·Ketua 
Lembaga Pariwisata Nasional; 

e. Pedjacat jang ditundjuk oleh Gubernur/ 
Kepala Daerah Djawa Tengah; 

1·. Pe9-jabat jang di tundju.k oleh Panglima 
Dae rah. Iviili ter VII/Diponegoro. 

Ketue.J?anitya dapat menambah djumlah anggota, apabila dianggap 
perlu. 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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5-VII-•68. 

SOEHA.RTO 
DJENDERAL - TNI 

PRESIDEN ~ONESIA, 

//: 

Di tetapkan di : Djakarta. 
Pad.a tanggal : 4 Djuli 1968. 

Pasal Z· 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal. di tetapkan. 

Pasal 5. 
Panitya Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur segera menjampaikan 
rentjana kerdja dan setjara periodik memberikan laporan serta per- 
tanggungan djawabnja kepada Pemerintah mengenai segala sesuatu 
jang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini • 

Pasal 6. 
(l) Dengan terbentUY...nja Panitya Nasional Perbaikan Tjandi Borobu­ 

dur ini m.a.ka segala uaaha :fund-raising untuk Tjandi Borobudur 
hanja dila.kukan oleh atau atas usaha Pa.nitya Nasional Perbaik­ 
an Tjandi Borobudur. 

(2) Semua dana dan bahan2 lain jang pada saat ini tel.ah terkumpul 
pada sesuatu instansi/perorangan dalam rangka perbaikan Tjandi 
Borobudur supaja diserabkan kepada Panitya Nasional Perbaikan 
Tjandi Borobudur. 

• 

Purbakala dan Sedjarah, Departemen Pendidikan dan Pengadjaran. 
(2) Susunan keanggotaan Pa.nitya Eksekuti:f tersebut dalam ajat (J.) 

pasal ini akan diatur lebih landjut oleh Ketua Panitya Nasi­ 
oria L, 

- 3 - 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

·,. 


